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WALIKOTA TEBING TINGGI

SALINAN - |
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
HOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAK
KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAEA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
kepala daerah mengajukan ‘Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoieh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2013 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati
bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 13 bulan Desember Tahun 2012; :
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan buruf b, perlu membent.uk
Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2013;

Undang-Unda_t-lg. Nomor 9 Drt Tahun 195€ tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota—}Eota’Ke_cil fialg‘g‘
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 6Y,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); '

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara .Repubh_k Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undung-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Ncmor 62, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be'E)as dari K(].:Impsla,‘
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negar
Republik indonesia Nocmor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, ‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -

Undang—Undahg Nemor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelblaan dan Tanggungjawab Keua{lgandNega;:l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
Nomor 4400);

. . ra
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasml_‘lal (Lembaj‘zli ?lcgu
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indo?cels;{al
Tahun 2004 Nomour 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana AtaS
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan. Keduanesia
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noindr 4844);
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatba dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tdmbahan Lem 1'811
Negara Republik Indenesia Nomor 4438);" : : )

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraiuran Perundang-Undangan (Leméaga;:;f
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perubahan Batas Wilayeh Kotamadya Daerah “nﬁka:r‘;
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Nega

Republik Indonesia Nomor-3133);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Proiokoler dan I's.;euangan Pimpinan dgaé‘

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 I‘{omor i
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, ter akt. A tahm'
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2! Tahun 2007 tentang Perubshan Ketiga Atas Peraturan Pemerin
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712); : . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lem:;gg;'f
Negara Republik Indcnesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - ras
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan baaran
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lem

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nosi |
5340); |

| ' ) » : g"‘cs'is.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indon! |
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubsh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Norzor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarabahan I&mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturen Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ' , : :

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 'te,ntang Laporari Keuangan dan Kirerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614); . T

21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tenian‘g Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesic Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 13 Tshun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; : :

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Carg Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; e
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan
Menteri Dalam’ Negeri Nomor 39 Tehun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 .
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan:
dan Belenja Daerah; : ' . '

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri _Repubiik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 694);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; dan o -

29. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Periode 2009-2014. ‘ '

Dengan Perseéujuan Bersama . .
' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGG!
- dan
WALIKOTA TEBING TINGGI

ilEMU'l‘USKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI

TAHUN ANGGARAN 2013.
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Pasal 1

Anggaran Pehdapatan dan Be}ahja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah - Rp. 468.612.789.000,-
2. Belanja Daerah ~ Rp. 497.470.675.90 =
. Surplus/(Defisit) Rp.
3. Pembiaya,aﬁ Daerah '
a. Penerimaan ‘ ’ Rp. 33.672.390.000, -
b. Pengeluaran " Rp. 4.000.000.000,- -
Pembiayaan Netto Rp.
Sisa Lebih P'emb_iayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp.

' Pasai 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 1 terdiri dari;

a. Pajak Daerah sejumlah Rp.9.495.000.000,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.5.343.620.000,-

(28.857.886.900,-)

29.672.390.000, -
814.503.160,-.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan séjumlah Rp.5.000.000.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daergh Yyang sah sejumlah Rp. 16.434.300.000, -

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksug Ppada ayat (1) huruf b terdir dari jenis péndapatan:



(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri darj jenis pendapatan: .
Hibah sejumlah Rp.0,- _ L : ' '
Dana Darurat sejumlah Rp.0,-

Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.10.500.000.000,- -

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.0,- | :
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumiah Rp.0,-

oo pop

‘ , . o Pasal 3
{1) Belanja Dusrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal } terdiri dari:

4. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.252.425.963.100,-
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.245.044.712.800,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari j=nis belanja:

Belanja Pegawai sejumiah Rp.245.927.195.100,-
Belanja Bunga sejumlah Rp.0,-

Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,-

Belanja Hibah sejumlah Rp.4.953.500.000,-

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.499.000.000,-
Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.0,-

Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.546.268.000,-
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.500.000.000.-

PRo0 o0 op

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 15.529.148.100,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.125.183.696.600,-

C. Belanja Modal sejumlah Rp.104.331.868.100,-



- Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp. 33.672.390.000,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp.4.0006.060.000.-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
.sejumlah Rp. 33.672.390.000,- : - : -

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,- . S

¢. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.O,- -

€. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,-

Penerimaan Piutang Daerah sejumlzh Rp.C,- '

=

(3) Pengeluaran sebagaimaha dimaksud pada ayat (1). huruf b ierd-iri dari jenis pembiayéan:
Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Kp.0,- |
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.4.000.000.000.-

Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.O,-
Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,- .

o op

Pasal 5 o

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4' ayat (3) huruf b digunakan untuk
meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan/atau saham pemerintah daerah pada PT. Bank Sumut sebagaimana
dipersyaratkan oleh Bank Indonesia dan peningkatan cakupan pelayanan PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi.
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Uraian lebih lanjut Anggaran Pendai)atan dan Bélanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahikan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: ‘

1. Lampiranl .
Lampiran I
Lampiran III
Lampiran IV .
Lampiran V

Lampiran V1
Lampiran VI
Lampiran VIIi
. Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran XI

v w N

12. Lampiran XIi
13. Lampiran XIII

Ringkésan_APBD; ,

Ringkasan APED menurut Urusan Pemerintahan Daersh dan Organisasi; |

Rincian APBD menurut Urusan Pémerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapi_tula_.éi Belanja Daérah Untuk Késelarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Dacrah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; -

Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan,;

Daftar Piutang Daerah; S .

Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini; )

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

%



Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjﬁtnya
~ ‘diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasj anggaran. ‘ '
(2) Kea_idaa'.n darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria scbagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; . _

c. . berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan ‘ '
d. . memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1j termas.k belanja untuk keperfuan mendesak.
~ {4) Kriteria "o’eiénja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencaknp: . _ - :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan
. masyarakat. , . , . ‘ ‘
(5j Untuk melaksanakan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib termasuk kegiatan yang dibiayai dari dana
transfer dan sudah jelas peruntukannya, pemerintah dasrah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia atau -

tidak cukup tersedia pada APBD dan/atau Perubahan APED yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan memberitahukan
kepada pimpinan DPRD. - :

Pasal 8

Walikota Tebing Tinggi menetapkan Peraturah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD. ' ' _

1N



Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penerapatannya dalam Lembaran
" Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2013.

WALIKOTA TEBING TINGGI,
tid.
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tingyi
pada tanggal 29 Januari 2013.

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013 NOMOR 1




